
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

a. bahwa pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah diatur dalam 
Peraturan Bupati Tegal Nomor 113 Tahun 2022 tentang 
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; 

b. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 113 Tahun 2022 
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu disesuaikan 
guna mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan 
Penyelenggara Negara yang efektif dan efisien; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal 
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal; 
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tentang Pernbentukan Produk l-l11"Lr11rn Daerah 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan 
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) 

6856); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3321); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat n!C!Pr!C!h (l Pmh!'.'lr!'.'ln NPgar!CI Pepublik TndnnP<e:1'.Cl 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
T)ic;:inlin PPa!'.'lur!'.'li NPaPri ~inil (T .Pmh!'.'lr!'.'ln NPcr!'.'lr!'.'I RPn11hli'Lr ~·-·r···· · -o-··-· ··-o-·· -·r·· ,~-···--·-·· ··-o-·- ··-r-·-···· 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41 'T'!'.'lmh!C!h!'.'ln T .Pmh!'.'lr!'.'ln NPcr!'.'lr!'.'I RPnnhliLr Tnnnnpc;:1!'.'I Nnmnr ·~, ·-··· -··-·~ ~-·~·--·-·· ··-o-·- ··-r-·-···· ···--··--·- ··-···-· 

2014 Tahun 23 Nomor 5. 

PPrl__lh!C!h!Cln k"Prhrn At!CI<:! Undang-Undang Nnmnr 1 ') Tahuri 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 



b. pejabat administrator yaitu: 
1. Camat; 
2. Kepala Bagian yang menangani pengadaan 

barang/jasa pada Sekretariat Daerah atau dengan 
sebutan lain; dan 

a. 

Pasal2 
(1) Wajib LHKPN Pemerintah Daerah meliputi: 

a. Penyelenggara Negara: 
b. Pegawai ASN; 
c. Organ BUMD; dan 
d. Kepala Desa atau Kepala Desa antar waktu atau 

Penjabat Kepala Desa. 
(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 

h uruf a terdiri atas Bu pati dan W akil Bu pati. 
(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b 

meliputi: 

Pasal ! 
Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 113 
Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Serita 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 113), diubah 
sebagai berikut: 

TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA 
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL. 

ATAS 
2022 

BUPATI TENTANG PERUBAHAN 
BUPATI TEGAL NOMOR 113 TAHUN 

PERA TU RAN 
PERA TU RAN 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 572); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
K::ih11n::itPn TPo::il (T .Pmh::ir::in n::iPr::ih l<'::ih11n::itPn TPo::il T::ih11n ··-- -·r---·· . -t,-· \~-u·--· -·· ~ --· -·· ··-- -·r---·· ·o-· . -·· -··· 
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 
10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal 
Nnmnr 1 ~ 1 i- ··-···-· ·-·,, 
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WIDODO JOKO MULYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 1tfl · 

KABUPATEN TEGAL, 

\ 
SEKRETARIS D 

Diundangkan di Slawi 
pada tanggal ~UJ/UJ rJ.-OrJ-J 

Ditetapkan di Slawi 
pada tanggal 9 q_JUfiv1 ;lD,2.3 

'B PATI TEGA~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Inspektorat Daerah. 
c. pejabat fungsional yaitu: 

1. Auditor; 
2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Daerah; dan 
3. Pengelola Pengadaan Barang/ J asa. 

d. pejabat pelaksana yang menduduki jabatan sebagai 
ajudan. 

(4) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi: 
a. Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Daerah atau 

Komisaris pada Perusahaan Perseroaan Daerah; dan 
b. Direksi. 

pada Pembantu Inspektur dan 3. Sekretaris 


